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PROVINS! BENGKULO 

PERATURAN BUPATI KAUR 

NOMOR ,~ TAHUN 2016 

.TENTANG 

SUSlJNAN STRUK.TUR ORGANISASI 
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KAUR 

DENG.Alf RAHMAT TOH.AN YANG MAHA ESA 

BUPATI KAUR, 

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Pcratura:n 
Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tenlang Pembentukan dan 
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kaur, maka perlu 
menetapkan Susunan Struktur Organi~si Pcr.angkat 
Daerah Kabupaten Kaur; 

b . bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai.mana dimaksud 
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kaur tentang 
Susunan Struktur Orgariisasi Perangkat Daerah 
K.abupaten Kaur. 

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang 
Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tam.bah.an 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828); 

2 . Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang 
Pembentukan Kabupaten MukomUko, Kabupaten Seluma, 
dan Kabupaten Kaur di Provin.si 'Bengkulu (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 2~, 
Tambahan Lembaran Negara Republic Indonesia Nomor 
4266); 

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 
Sipil Negara (Lembaran Negll.ra Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambaihan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah diubah kedua kalinya dengan Undang~Undang 
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan .Kedua atas 
Undang-Undan_g Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor sa·, Tambahan Lembara n 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 



r 

' 
• 

• 

.. 

' ·-: •.•• ~- ;.:i. .. .!. ,: 
.·, ·,' . 
.: •', 

~ .... ' 

-2-

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 
Tahun 2016 tentang Perangka.t Daerah (kmbaran Negara 
Republic Indonesia Tahun 2016 Nomor 114); 

6. Peratutan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk 
Hukum Daerah (Berita. Negara Republik Indonesia Tahw1 
2015 Nomor 2036); 

7. Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 14 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kabupaten Kaur (Lembaran Daerah Kabupaten Kaur 
Tahun 2016 Nomor 237). 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan PERATURAN BUPATI KAUR TENTANG SUSUNAN STRUKTUR 
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATIDN KAUR. 

. /lr _,,t_ 

BABI 
KETENTUAN UMtJM 

Paaall 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Kabupaten adalah Kabupaten Kaur. 
2. Pemerintah Kabupaten adalah Petnerintah Kabupaten 

Kaur. 
3. Bupati adalah Bupati Kaur . 
4. Wakil Bupatl adalah Wakil BUpati Kaur. 
5. lnspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Kaur. 
6. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Kaur. 
7. Baden Daerah adalah Badan D'i!.erah Kabupaten Kaur. 
8. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut llPT 

adalah Unit Pelaksanan Teknis dalam Dinas/Badan. 
9. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut 

UPTD adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang 
melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/ atau 
kegiatan teknis penunjang tertentu, 

10. Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disebut 
UPTB adalah unsur pelaksana teknis Badan untuk 
melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/ atau 
kegiatan teknis penunjang tertentu. 

BABU 
KEDUDUKAN l>AN SUSUNAN ORGANISASi 

Paaal 2 

Dengan Peraturan Bupati ini, dibentuk Susunan Struktur 
Organisasi Perangkat Daerah yang terdiri dari: 
a. Sekretariat Daerah; · 
b. Selaetariat Dewan Perwa.kilan Rakyat Daerah; 
c. Inspektorat Oaerah; 
d. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang; 
e. Eadan Keuangan Daerah; 
f. Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber 

Daya Manusia; 
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g. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran; 
h. Dinas Sosial; 
i. Dinas Lingkungan Hidup; 
J. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; 
k. Dinas Pendidikan; 
l. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga; 
m. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; 
n. Dinas Kesehatan; 
o. Dinas Komunikasi, Infonnasi, Statistik dan Persandian; 
p. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; 
q. Dinas Pertanian; 
r. Dinas Perikanan 
s. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; 
t. Dinas Perpustakaan; 
u. Dinas Ketahanan Pangan; 
v. Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan; 
w. Dinas Perhubungan; 
x. Dinas Penanaman Modal dan Pe.rizinan Terpadu Satu 

Pintu; 
y. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman; 
z. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi; 
aa. Kecainatan; 
bb. Kelurahan. 

Bagi.an l<esatu 

Sekretaria:t Daerah 

Pasal3 

Sekretariat Daerah merupakan unsur staf yang dipimpin oleh 
Sekretaris Daerah dan bertanggungjawab kepada Bupati. 

Palial4 

Sekretariat Daerah mempunyai tugas m.embantu Bupati daJam 
penyusunan kebijakan dan pengoordinasian adm.inistratif 
terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah $erta pelayanan 
administratif. 

PaaalS 

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 4, Sekretariat Daerah mempunyai fungsi: 
a. pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah; 
b. pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan kerja perangkat 

daerah; 
c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah; 
d. pelayanan administratif dan pembinaan apaiatur s ipil 

negara dalam instansi daerah; dan 
e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati terkait 

dengan tugas d~ flirigsinya. 

Pasa16 

(1). Susunan Organisasi Sekretariat Daerah, terdiri dari: 
a. Sekretaris Daerah; 
b. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, terdiri 

dari.: 
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1. Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah, 
membawahi: 
a) sub bagian politik dan pemerintahan umum; 
b) sub bagian biria admiriistrasi lcewila)iitli'aii; 
c) sub bagian otonomi daerah. 

2. Bagian Kesejahteraan Rakyat, membawahi: 
a) sub bagian keagamaan; 
b) sub bagian pendidikan, kebudayaan, pariwisata, 

pemuda dan olabraga; 
c) sub bagian kesehatan, sosial, pengendalian 

penduduk keluarga berencaJ:Ja (P2KB), 
pemberdayaan perempuan dan perl.indungan anak 
(P3A), dan penangan narkoba. 

3. Bagian Hukum, membawahi: 
a) sub bagian perundang•undangan; 
b) sub bagian bantuan hukum; 
c) sub bagian dokumentasi dan penyuluhan hukum . 

c. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, terdiri dari : 
1. Bagian Ekonomi dan Sumber Daya Alam, 

membawahi: 
a) sub bagian perekonomian; 
b) sub bagian koordinasi penanaman modal, 

perizinan dan BUMD; 
c) sub bagian sumber daya alam. 

~: ~~.mim Administnt§i Pe:nibMgunan, memba~hi; 
a) sub bagian bina program; 
b) sub bagian monev pembangunan; 
c) sub bagian infrastruktur. 

3 . Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, membawahi: 
a) sub bagian perencanaan pengadaan dan LPSE; 
b} sub bagian pemilihan penyedia barang/ jasa; 
c) sub bagian pembinaan kompetensi dan 

pengarsipan . 

d. Asisten Administrasi Umum, terdiri dari: 
l. Bagian Umum, membawahi: 

a) sub bagian rum.ah fui.gga dan per1engKapan; 
b) sub bagian admihistasi keuangan; 
c) sub bagian tata usaha dan kepegawaian. 

2. Bagian Organisa:si dan Tata Laksana, membawahi: 
a) sub bagian kelembagaan dan anjab; 
b) sub ba~an pen~emban~an kinerja;, 
cf sub bagi:an ketatal.aksanaan. 

3. Bagian Humas dan Protokol, memba,vahi: 
a) sub bagian humas.; 
b) sub b~ protokol; 
c) sub bagian ta.ta usaha pimpinart. 

e. Jabatan Fungsional; 
f. Staf Ahli. 

(~) 1?~8!in St.r\*-rur Orgam;isi.isi S~J~r~w.,riat Da~rah 
sebagaimana tercantum dalam Lampira.n I Peraturan 
Bupati ini. 

·115 ./. . -
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Pasal7 
(1) Bupati dalam melaksanakan tugasnya clibantu oleh 3 (tiga ) 

orang Staf Ahli. 
(2) Staf ,Ahli berada di bawah dan bertanggung jawab kepada 

Bupati dan secara administratif clikoordinasikan oleh 
Sekretaris Daerah. 

Pasal8 

Staf Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 bertugas 
memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada 
Bupati sesulii keahliannya. 

Paaa19 

Staf Ahli sebagaimana climaksud dalam Pasal 7 terdiri dari: 
1. Staf Ahli bidang' Pemerintahan, Hukum dan Politik; 
2. Stai Ahli bidang ~konomi, Keuangan dan Pembangunan; 
3. Staf Ahli bidang Kemasyarakatan dan Sum.ber Daya 

Manusia. 

BagiaD Kedua 

Sekretariat Dewan PeiWakilau Rakyat Daerah 

Pasal 10 

(1) Sekretariat DPRD adalah unsur pelayanan administrasi 
dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi 
DPRD . 

(2) Sekretariat DPRD dipimpin oleh Sekretaris yang dala.m 
melaksanakan tugas nya secara teknis oper'asfonal berada 
di bawah dan bertanggung jawab kepada p impinan DPRD 
dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati 
melalui Sekretaris Daerah. 

Pasal 11 

-Sekretariat DPRD mempunyai tugas mei:iyelenggarakan 
administrasi kesekretariatan clan keuangan, mendukung 
pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dar1 
mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD 
dalam melaksanakan hak dan fungsi:nya sesuai dengan 
kebutuhan. 

Paaal 12 

Untuk menyelenggar!lkan tugas sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 10 Sekretarfat DPRD mempunyai fungsi: 
a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD; 
b. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD; 
c. fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD; 
d. penyediaan dan pengoorqinasian tenaga ahli yang 

cliperlu.kan olc:h DPRD . 

., ,,. -
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Paw 1s 
(1) Susunan organisasi Sekretariat DPRD, terdiri dari: 

a. Sekretaris DPRD; 
b. Bagian Umum, membawahi: 

1. sub bagian umum dan kepegawaian; 
2. sub bagian perencanaan dan keuanga.11. 

c. Bagian Persidangan clan Perundang-undanga11, 
membawahi: 
.1. sub bagian persidangan; 
2. sub bagian perundang-undangan. 

d. Bagian Humas dan Protokol, membawahi: 
1. sub bagian humas; 
2. sub bagian protokol. 

e. Kelompok Jabatan Fungsional. 
(3) Bagan Struktur Organisasi Sekretariat DP.RD sebagaimana 

tercantum dalam. Lampitan II Peraturan Bupa'ti ini. 

Bagia.DKetiga 

Inapektorat Daerah 

Pasal 14 

(1) Inspektorat Daerah merupakan unsur Pengawasan 
penyelenggaraan pemerintahan daerah. 

I • 

(2) Inspektorat Daerah dipimpin oleh Inspektu.r yang 
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada 
Bupati melalui Sekretaris Daerah . 

Pasal 15 

Inspektorat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati 
membina dan m.engawasi pelaksan~ Urusan Pemerintahan 
yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan 
oleh Perangkat Daerah. 

Paaal 16 

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut dalam 
Pasal 15, Inspektorat Daerah mempunyai fungsi: 
a . perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan 

fasilitasi pengawasan; 
b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan 

keua:ngan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauao, dan 
kegiatan pengawasan lainnya; 

c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas 
penugasan Bupati; 

d. pe.nyusunan laporan hasil pengawasan; 
e. pelaksanaan administrasi inspektorat kabupaten; dan 
f. pelaksanaan tugas Lain yang diberikan oleh Bupati terkait 

dengan tugas dan fungsinya. 

Pasal 17 

(1) Susunan Organisasi Inspektorctt Daerah terdiri dari: 

' ' 
: .. • : . ,• ~ ";,! ,. ~-·: ' 

a. Inspektur; 
b. Sekretariat. membawahi: 
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1. sub bagian umum dan kepegawaian; 
2. sub bagjan perencanaan dan keuangan. 

c. Inspektur Pembantu Wilayah I; · 
d. lnspektur Pembantu Wila:yah II; 
e. Jnspektur Peinbantu Wilayah III; 
f. Kelompok Jabatan Fungsional. 

(2} Inspektur Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf c, d dan e membawahi pejabat fungsio1'al. 

{3) Bagan Struktur Organisasi Inspektorat sebagaimana 
tercantum dalam Lampiran Ill Peraturan Bupati ini. 

Bagian Keempat 

Badan Perencanaan Pembangttnan Daerah ~D Litbang 

~18 

(1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang 
merupakan unsur perencana penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah; 

(2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang 
dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah 
dan bertanggung jawab kepada Bupati mefa.lui Sekretaris 
Daerah. 

Pua! 19 

l;J.actan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang 
memp"Wlyai tugas mell;ik.sanakan penyusunan dan 
pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan 
pembangunan daerah. 

Pua! 20 

Untuk m,elaksanaka.n tugas sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 19, Badan Perencanaan Pembangunan Dacrah dan 
Litbang menyelenggarakan fungsi: 
a. perumusan kebijakan teknis perencanaan dan litbang; 
b. pelaksanaan tugas dukungan perencanaan :pembangunan; 
c. pemantauan, evaluasi1 dan pelaporan pelaksanaan tugas 

dukungan di bidang perencanaan pembangunan daerah; 
d. pembinaan teknis penyelenggaraan di bidang perencanaan 

pembangunan daerah;_ 
e. Pelaksanaan. tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 

Paul21 
(1) Susunan organisasi Badan Perencanaan Pembangunan 

Daerah dan Litbang, tcrdiri dari: 

... ·--,% ~-' 

a. Kepala Badan; 
b. Sekretariat, membawahi: 

1, s.~l;? bagia.n µmwn aan ~p~g,awaian: 
2. sub bagian keuangan; 
3. sub bagian perencanaandan pelaporan. 

c. Bidang Ekcinomi dan Sumber Daya Alam, mem'bawahi: 
1. sub bidang perencanaan pe$barigunan bidang 

koperasi, UKM, perindustrian dan perdagangan; 
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2. sub bidang perencanaan pembangunan bidang 
pariwisata, penanaman modal dan keuangan_; 

3. sub bidang perencanaan pembangunan bidang 
sumber daya alam dan kemaritiman. 

d. Bidang So!iial, Budaya, Pembangunan Manusia dan 
Masyarakat, membawahi: 
1. sub bidang perencanaan pembangunan bidang 

pemerintahan dan politik; 
2. sub bidang perencanaan pembangu:nan bidang 
. pendidikan, mental dan budaya; 
3. sub bidang perencanaan pembangunan bidang sosial 

dan kesejahteraan rak:yat. · 
e. Bidang lnfrastruktut' dan Pengembangan Wilayah, 

membawahi: 
1. sub bidang perencanaan pembangunan bidang 

pekerjaan umum dan penataan ruang; 
2. sub bidang perencanaan pembanguan bidang 

perhubungan, perumahan, kawasan permukiman 
dan pertanahan; 

3. sub bidang perencanaan pembangunan bidang 
komunikasi, in.formatika, statistik, persandian dan 
kecamatan. 

f. Bidang Penelitian dan Pengembangan, membawahi: 
l. sub bidang pendataan dan penelitian; 
2. sub bidang pengembangan dan inovasi teknologi; 
3. sub bidang kerjasama pembangunan. 

g. Unit Pelaksana Teknis; 
h. Kelompok Jabatan Fungsional. 

(2) Bagan Struktur Organisasi Badan Perencanaan 
Pembangunan Daerah dan Litbang sebagaimana 
tetcantum dalam La.mpiran IV Peratutan Bupati iru. 

Bagjan Kelima 

Badan Keua:ngan Daerah 

Pasa122 

(1) Bad.an Keuang.an Daerah merupakan pelaksana Unsur 
Pem,mjang Urusan Pemerintahan di bidang Pengelolaan 
Keuangan dan Aset Daerah. 

(2) Badan Keuangan Daera:h dipiinpin oleh Kepala Badan yang 
berada di bawah clan bertanggung jawab kepada Bupati 
melalui Sekretaris Daerah, 

Paaal23 

Sadan Keuangan Daerah mempunyai. tugas roelaksanakan 
Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan dan Tugas 
Pembantuan di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah. 

Pasal24 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana di:maksud dala.m 
Pasal 23, Badan Keuangan Daetah mempunyai fungsi: 
a. perumusan kebijaksanaan teknis di bidang pengelolaan 

keuangan dan aset daerah; 
' _,, - ' 
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b. penyeienggaraan uru.si;m pemerintahan dan pelayanan 
umum di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah; 

c. pelaksanaan dan pembinaan di bidang pengelolaan 
keuangan dan aset daerah; 

d. pengendalian, pembinaan dan pengawasan kegiatan teknis 
operasional dan/ atau penunjang di bidang pengelolaan 
keuangan dan aset daerah; 

e. pelakaan~ tu,gas lain yang diberikau Bupati sesuai tugas 
dan fungsinya. 

p~~2~ 

(1) Struktur Organisasi Badan Keuangan Daerah terdiri dari: 

a. l{epala Badan; 
b. Sekretariat, membawahi: 

1. subbagian umum dan kepegawaian; 
2. subbagian keuangan; 
3. subbagian perencanaan dan pelaporan . 

c. ~.idang Pembukuan dan Pelaporan, membawahi: 
1. sub bidang pembukuan; 
2. sub bidang pelaporan. 

d. Bidang Pajak dan Pendapatan Lainnya, membawahi: 
l.sub bic;l.ang perencanaan, pendataan, penetapan dan 

monev; 
2.sub bidang pelayanan, penagihan dan keberatan 

_pajak. 

e. Bidang Pajak Bumi dah Bangunan, membawahi: 
1. sub bidang itensifikasi dan ekstensifikasi; 
2. sub bidang pengolahan data, informasi dan 

penagihan PBB-BPHTB. 

f. Sub Bidang Anggaran dan Perbendaharaan, 
membawahi: 
1. sub bidang anggaran; 
2. sub bidang perbandaharaan. 

g. Bidang Aset, membawahi: 
1. sub bidang -pengadaan; 
2. sub bidang pemanfaatan dan pengendalian. 

h. Unit Pelaksana Teknis; 

i. Kelompok Jabatan Fungsional. 
(2) Bagan Struktur Organisasi Badan Keuangan Dae'rah 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan 
Bupati ini. 

Bagian Keenadl 

Ba.~n Kepe&awa.i!ln D~r~h D~ ~ngemb~nga,n ~~mbe-r 
Daya lllanu.ia 

·····-if I .J 

Pasal 26 
(1) Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumbe•r 

Daya Manusia merupakan pelaksana Unsur Pen'4njang 
Urusan Pemerintahan di bidang Kepegawaian dan Diklat; 
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(2) Badan Kcpegawaian Daerah dan Pengembangan Surober 
Daya Manusia Kabupaten Kaur dipimpin oleh Kepala 
Badan yang berkedudukan dibawah clan bertanggung 
jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. 

Pual27 

Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sun1ber Daya 
Manusia mempunyai tugas melaksanakan peoyusunan da n 
pelaksanaao kebijakan daerah di bidang Kepegawaian. 

Pual28 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 27, Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan 
Sumber Daya Manusia menyelenggarakan fungsi: 
a. · peny'iapan kebijakan teknis pengembanghn di bidang 

kcpegawaian; 
b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan 

dae.rah di bidang kepegawaian; 
c. pembinaan dan pclaksanaao tugas di bidang kepegawaian ; 
d. pengelolaan urusan kepegawaian, keuangan dan umum; 
e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 

Pasa129 

(1) Susunan organisasi Badan Kepegawaian Daerah dan 
Pengembangan Sumber Daya Manusia, terdiri dari: 
a . Kepala Badan; 
b, Sekn:tariat, mcmbawahi: 

1. sub bagian umum dan kepegawaian;. 
2. sub bagian perencanaan dan keuangan; 

c. Bidang Mutasi, Kepangkatan, Pengadaan, 
Pemberheritian dan rnformasi, membawahi: 
1. sub bidang mutasi, kepangkatan, pengembangan 

karier dan promosi; 
2. sub bida.ng pengadaan, pemberhentian dan fas i.litasi 

profesi ASN; 
3. sub bidang data dan informasi. 

d. Bidang Pengembangan Apa.ratur, Penilaian Kinerja dan 
Penghargaan, mcmbawahi: 
1. sub bidang diklat, sertifikasi dan penge1nbanga o 

kompeterisi; 
2. sub bidang penilaian dan evaluasi kinerjaaparatur; 
3.. sub bidang disiplin dan pengha.rgaan. 

e. Unit Pelaksana Teknis; 
f. Kelompok Jabatan Fungsional. 

(2) Bagan Struktur Organisasi Badan Kepegawaian Daerah 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan 
Bupati ini . 
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Bapill Ketujuh 

Satuan Poliai Pamoqg PraJa Dan Pemadam Kebakaran 

PaaalSO 

(I). Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran 
merupakan unsur pendukung tugas Bupati di bidang 
Satuan Polisi Pa.mong Praja dan Pemadam Kebakaran. 

(g) , Sa:w.an Polisi Papiong Praja Qipimpin ole1'l Kepa-J.a Satuan 
yang berada <U bawah dan bertanggu.ng jawab kepada 
Bupati mela}uj Sekretaris Daerah. 

Paaal 31 

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran 
memp1Jny¢ W,gas memelihw?li 9an menyelenggw?kan 
ketentraman dan ketertiban umum, menyelenggarakan 
Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati serta 
Pemadamart Kebakaran . 

Paaal32 

Untuk menyelenggarakan tugas sebaga:imana dimaksud dalam 
Pasal 31, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam 
Kebakaran mempunyai fungsi: 
a. penyusunan program dan pelaksanaan ketentraman dai1 

ketertiban umum, penegakan Peraturan daerah dan 
Peraturan Bupati sert;i. pemadam kebakaran; 

b. pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyele·nggaraan 
ketentraman clan ketertipan umum dan pemadam 
kebakaran di daerah; 

c. pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan 
Peraturan Bupati; 

d. pelaksanaan koordinasi pemelil:'iaraan dan 
penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta 
penegakan peraturan daerah, keputusan kepala daerah 
dengan aparat kepolisiaii negafa, penyidilc pegawai negeri 
sipil (PPNS) dan atau aparatur lainnya; 

e. pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan 
mentaati Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati; 

f. pelaksanaan urusan kesekretariatan/ ketatausaha<l,n. 

Pasal3~ 

(1). Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan 
Pemadam Kebakaran, terdiri dari: 
a. Kepala Satuan; 
b. Sekretariat, membawahi: 

1. sub bagian umum dan kepegawaia11; 
2. sub bagian keuangan; 
3. sub bagian perencanaan clan pelapor,an . 

c. Bidang Pembinaan Masyaiakat; menibawahi: 
1. seksi kewaspadaan dlni; 
2. seksi bimbingan penyuluhan dan peningkatan 

sumber daya manusia. 
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d. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman 
Masyarakat, merobawahi: 
1. seksi opera:si dan kerjasaroa; 
2 . seksi perlindungan masyarakat. 

e. Bidang Penegakan Peraturan Daerah, roembawahi: 
1. selcsi penegakan dan pengawasan; 
2. seksi hubungan antar Iembaga. 

f. Bidang Pe.madam Kebakaran, membawahi: 
1. seksi pencegahan, operasi dan penyelamatan; 
2. seksi peningkatan kapasitas si,µnber daya manusia 

dan sarana prasarana. 
g. Unit Pelaksana teknis; 
h. Kelompok Jabatan Fungsional. 

(2). Bagan Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Pt aja 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan 
Bupati ini. 

Bagian Kedelapa1\ 

DinasSosial 

('aaal34 

(1) Dinas Sosial merupakan unsur pelaksan.a Urusan 
Pemerintahan di bidang Soam.. 

(2) Dinas Sosial dipimpin oleh Kepala Dinas yang 
berkedtidukan di bawah dan bertanggUI)g jawab kepada 
Bupati melalui Sekretaris Daerah. 

Dinas Sosial mempunyai tugas 
melaksanakan Urusan Pemerintahan 
Tu,gas Pemban.tuan di bidang Sosial. 

Pua.13§ 

membantu Bupati 
di bidang_ Sosial dan 

Untuk melaksanakan tugas sebaga:imana dim.aksud dalaxn 
Pasal 35; Dinas Sosial mempunyai fungsi: 
a. peruniusan kebijakan di bidang sosial; 
b. pelaksanaan kebijakan di bidang sosial; 
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang sosial; 
d. pelaksanaan a.dministrasi dinas di bidang sosial; 
e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati terkait 

dengan tugas dan fungsinya. 

P'a5al37 

(1) Struktur Organisasi Din.as Sosial, terdiri da ri: 
a. Kepala Dinas; 
b. Sekretariat, membawahi: 

1. sup bagian umum dan kepegawaian; 
2. sub bagian keuang.m; 
3. sub bagian perencanaan dan pelaporan. 

t. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, membawahi: 
1. seksi pel'lincl.uiigari sesiitl lforl>an l¼neana alam 

dan bencana sosial; 
2. seksijaminan sosial keluarga. 
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d. Bidang Rehabilitasi Sosial, membawahi; 
1. seksi rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia; 
2. seksi rehabilitasi sosial penyandang disabilitas, 

tuna sosial dan korban perdagangan 6ra:ng. 
e. Bidang Pemberdayaan dan Kelembagaan Sosfal, 

membawahi; 
1. seksi pemberdayaan sosial; 
2. seksi kelembagaan sosial. 

f. Unit Pelaksana Teknis Dinas; 
g. Kelompok Jabatan Fungsional. 

(2.) Bagan Struktur Organlsa.si Dinas Sosial sebagaimana 
tercantum dalam lampfran vm Peraturan Bupati ini. 

Bagian Kesembilatn 

DiDaa LiDgkungan Hidup 

Pasal38 

(1) Dinas Lingkungan Hidup merupakan un~ur pelaksana 
\Jnt!>M Pemerin1;Man di \li~ang I.ingk\lng!:ln Hid\lp; 

(2) Dinas Lingkungan Hidup dipimpin oleh Kepala Dinas 
yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab 
kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. 

Pasa139 

Dinas Lingkung&n Hidup mempunyai tugas meI11bantu Bupati 
melaksanakan Urusan Pemerintahan dan Tugas Pembantuan 
di bidang Lingkungafi Hidup. 

Pasal40 

Untuk melaksan~ tugas sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 39, Dinas Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi: 
a. perumusan kebtjakan teknis di bidang lingkungan h.idup; 
b. pelaksanaan kebijakan di bidang lingkungan hidup; 
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang lingkungan 

hidup; 
d. pelaksanaan adniinistiasi dilias di bieang lingkungan 

hidup; 
e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati terkait 

dengan tugas dan fungsinya. · 

Pual41 

(1) Susunan organisasi Dinas Lingkungan Hidup, terdiri dari: 
a. Kepala Dinas; 
b. Sekretariat, membawahi: 

1. sub bag~an umum dan kepegawaian; 
~- !ll~°I? bagian ')ceuang@; 
3. sub bagian perencanaan dan pelapovan. 

c. Bidang Tata Lingkungan, membawahi: 
1. seksi inYentarisasi, RPPLH, KLHS dan kajian 

dampak lingkungan; 
2. seksi pemeliharaan lingkungan hidup. 

' 
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d. Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3, 
m<!mbawahi: 
1. seksi pengurangan dan penanganan sampah; 
2. seksi limbah B$i 

e. Bidang Pengendalian Pecem.aran dan Kerusakan 
Lingkungan Hidup, membawahi: 
1. seksi pemantauan dan pence:maran lingkungan; 
2. seksi kerusakan lingkungan. 

f. Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas 
Llngkungan Hidup, membawahi: 
·1. seksi pengaduan, penyelesaian sengketa dan 

penegakan hukum; 
2. seksi peningkatan kapasitas lingkungan. 

g. Unit Pelaksana Teknis; 
h. Kelompok Jabatan Fungsional. 

(2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX Pera,tur-an 
Bupati ini. 

8.agian Keaepuluh 

Dinas Penge,idaUan Peilduduk, 
Keluarga Bere:SHllU).a, Pem.1$rdayaan Perempuan dim 

Perlindangan Anak 

Paaa142 

(1) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, 
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindung1:111 Arrak 
merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan di 
bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencaha, 
J;>e.mberdayaan Perempuan dan Pe.rlind1.111gM Anak, 

(2) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluatga Berencana, 
Pembe!'aayaan Perempuan dan Pei'lindungan Allak 
dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah 
dan bertanggung jawab kepada Bupati m e1alui Sekretaris 
Daerah. 

Paaal 43 

Dinas• Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, 
Pemberdaya:an Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai 
tugas membantu Bupati dalam melaksanakan penyusunan 
dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pengendalian 
Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan 
dan Pe.rliildungan Anak di Kabupaten Kaur. 

Pasa144 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 43, Dinas Pc:ngendalian Penduduk, Keluarga Bcn:ncarta, 
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai 
fungsi: 
a. penml!.uaan 4ebijllkan telmis di bidang pengendalian 

kuantitas penduduk dan keluarga berencana, ketahanan 
dan kesejabteraan keluarga; 
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b. pelaksana~ nonna1 ~tandar1 prosedur dan kriteria dibidang 
pengendalian kuant1tas penduduk, keluarga berencana, 
ketahanan dan kesejahteraan keluarga; 

c. pelaksanaan pemaduan dan sinkronisasi ltebijakan 
pengendalian kuantitas penduduk; 

d. pelaksanaan pernetaan perkiraan pengendalian penduduk 
pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi 
pengendalian kuantitas penduduk dan keluarga berencana; 

e. pelaksanaan pendayagunaan tenaga penyuluh KB/pet.ugas 
lapangan KB dan· kader KB; 

f. pelaksanaan pengendalian dan pendistribusian kebutuhan 
alat dan obat koiltrasepsi; 

g. pelaksanaan pelayanan KB; 
h. pelaksanaan pemberdayaai, dan peningkatan. peran serta 

o.rganiS!lsi kemasyarakatan dalam pelaksanaan pelayanan, 
pembinaan kesertaan ber KB, pembinaan ketahanan dan 
kesejahteraan keluarga serta pemberdayaan perempuan dan 
perlindungan anak; 

i. penyelenggaraan urusan kesekretariatan; 
J· pembinaan kelompokjabatan fungsional. 

Paaa145 

(1) Struktur Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk, 
Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan 
Perlindungan Anak, terdiri dari: 
a. Kepala Dinas; 
b. Sekretariat, membawahi; 

1. sub bagian umum dan kepegawaian; 
2. sub bagian keuangan; 
3. l\Ub bagian perencanaan dan pelaporan. 

c. Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan 
Penggerakan, membawahi; 
1. seRsi advokasi, peiiggeralcan, penyuluhan clan 

pendayagunaan PLKB dan kader KB; 
2. seksi pengendalian penduduk dan info~si keluarga. 

d . Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan 
Kesejahteraan Keluarga, membawahi: 

1. seksi keluqa berencana dan kes,ehatan teproduksi; 
2. seksi keluarga sejahtera dan pembinaan ketahanan 

keluarga. 
1=. Bidang P.engarusutamaan Gender dan Pemberdayaan 

Perempuan, membawahi: 
1. seksi pengarusutamaan gender dan ·pemberdayaan 

perempuan bidang elronomi, s<:lsial, pelitik dan 
hukum; 

2. seksi pengarusutamaan gender dan .iemberdayaan 
perempuan bidang kualitas keluarga. 

f. Bidang Perlindungan Hale Perempuan, Perlindun_gan 
Khusus Anak dan Pemenuhan Hak Anak, membawahi: 
1. seksi perlindungan perempuan dan data kekerasan 

perempuan; 
2. s.eksi perlindungan khusus anak dan pemenuhan hak 

anak. 
g. Unit Pelaksana Teknis Dinas; 
h. Kelompek Jabatao Fungsional. 
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(2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk, 
Keluarga Berencana, Petnberdayaan Perempuan dan 
Perlindungan Anak sebagaimana tercantum dalam 
lampiran X Peraturan Bupati ini. 

Bagian Keaebelas 

Dinu Pendidikan 

Paaa146 

(1) Dinas Pendidikan merupakan unsur pelaksana Urusan 
Pemerintahan bidang Pendidikan dan Urusan 
Pemerintahan bidang Kebudayaan. 

(2) Dinas Pendidikan dipimpin oleh Kepala Dinas yang 
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada 
Bupati melalui Sekretaris Daerah. 

Paaa147 

Dinas Pendidikan mempunyru tugas membantu Bupati 
melak,sanakan Urusan Pemel'intahan dan 'l'ugas Pembantuan 
di bidang Pendidik.an dan Kebudayaan. 

Paaal 48 

Untuk melaksanakan tugas sebagrumana dimaksud dalam 
Pasal 4 7, Dinas Pendidikan mempunyai fungsi~ 
a. peruinusan kebijakan di bidang pendidikan dan 

kebudayaan; 
b. pelaksanaan kebijakan di bidang pendiclikan dan 

kebudayaan; 
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penc.:lidikan 

dan kebudayaan; 
d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang pendidikan dan 

kebudayaan; 
e. pelak.sanaan tugas lain yang dibenlcan oleh Bupati terkait 

dengan tugas dan f.ungsinya. 

Paaal49 

(1) Struktur Organisasi Dinas Pendidikan, terdiri dari: 
a. Kepala Dinas; 
b. Sekretari!l-t, membawahi: 

1. sub bagian. umum dan kepegawaian; 
2. sub bagian perencanaan dan keuangan. 

c. Bidang Pembina.an PAUD dan Pendidikan Nonformal, 
membawahi: · 
1. sek:si kurikulum dan peserta didik; 
2. seksi kelembagaan dart sarana prasarana; 
3. seksi pendidik dan tenaga kependidikan. 

d. Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar, membawahi: 
1. seksi kurikulu1n dan peserta didik; 
2. seksi ke.lembagaan dan sarana dan prasarana; 
3. seksi pendidik dan tena.ga kependidika.n. 

e. Bidang Kebudayaan, membawahi: 
1. seksi cagar budaya dan permuseuman; 
2. seksi sejarah, traclisi dan kesenian; 
3. seksi tenaga kebudayaan . 
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f. Satuan Pendidilcan; 
g. Unit Pelaks.ana Teknis Dinas; 
h . Kelompok Jabatan Fungsional. 

(2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan, st:bagairnana 
tercarttum dalam lampiran XI Peraturan Bl.tpati ini. 

Bagian ICedua belas 
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga 

haalSO 

(1) Din.as Pariwisata, Pemuda dan Olahraga merupakan unsur 
pelaksana Urusan Pernerintahan di bidang Pa:riwisala, 
Pemuda dan Olahraga. 

(2) Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga .dipimpin oleh 
Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung 
jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. 

Paaa151 

Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahr,-aga mempunyai tugas 
melaksanakan Urusan Pemerintahan dan Togas Pembantuan 
di bidang Pariwisata, Pemuda dan Olahraga. 

Pasa152 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 51, Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga mempunyai 
fungsi: · 
a. perumusan kebijakan teknis di bidang pariwisata, pemuda 

dan olahraga; 
b. penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan pelayanan 

Umum di bidang pariwisata, pemuda dan olahraga; 
c. pelaksanaan clan pembinaan di bidang pariwisata, pemuda 

dan olahraga; 
d. pengendalian, pembinaan dan pengawasan sebagian 

kegiatan teknis operasional atau penunjang di bidang 
pariwista, pemuda dan olahraga; 

e. pelak;sanaan tugas lain yang diberikan Bupati seS'l.l.ai tugas 
dan fungsinya. 

Pasal53 

(l} Struktur Otganisasi Dinas Pariwisata, Pem:uda dan 
Olahraga, terdiiri dari: 

.. 0/ ~ .. ·.-... ~ .. Ar> i 

a.Kepala Dinas; 
b. Sekretariat, membawahi: 

1. sub bagian umuni dan kepegawaian; 
2. sub bagian perenc;anaan dan keuangan. 

c. Bidang Pengembangan Destinasi Wisata, membawahi: 
1. seksi objek dan daya tarik wisata; 
2. seksi saran.a prasarana dan usahaja:sa pariwisata. 

d. Bidang Pemasaran Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, 
membawahi: 
a. seksi promosi dan analisa pasar wisata; 
b. seksi ekonomi kreatif. 

e . Bidang Pemuda dan Olahraga, membawahi: 
1. seksi pemuda; 
2. seksi olahraga. 
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f. Unit Pelaksana Teknis Dinas; 
g. Kelompok Jabatan Fungsional. 

(2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pariwisata, Pemuda dan 
Ola.hraga sebagaimana tercantum dalrun lampiran Xll 
Peraturan Bupati ini. 

Baglan Ketlga betas 

Dinaa Pekerjaan Umum. clan Penataan Ruang 
Pasa154 

(1) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang merupakan 
unsur pelaksana Urusan Pe.merintahan di bida ng 
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. 

(2) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dipimpin 
oleh Kepala Dinas yang betkedudukan di bawa.h dan 
bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris 
Da,erah. 

Paaal55 

Dinas Pckcrjaan Umum dan Peoataan Ruang mempunyai 
tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan 
dan Tugas Pembantuan di bidang Pekerjaan Umum dan 
Penat.aan Ruang. 

Paaa.l56 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud <la.lam 
Pai.al o~, Pinas J>ekcajaan Umum dan Penataan Ruang 
menyelenggarakan fungsi: 
a. perumusan kebijakan di bidang Pekerjaan umum dan 

penataan ruang; 
b. pelaksanaan kebijakan di bidang pekerjaan umwn dan 

penataan ruang; 
c. pelaksanaan evaluasi. dan pelaporan di bidang pekerjaan 

umum dan penat.aan ruang; 
d. pelaksanaan administra.si dinas di bidang pekerjaan umum 

dan penataan ruang; 
e. pela.ksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati terkait 

dengan tugas clan fungsinya. 

Pual57 

( l) Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan 
Ruang, terdiri dari: 
a. Kepala Dinas; 
b. Sekretariat, membawahi: 

1. sub bagian umum dan lcepegawaian; 
2. sub bagian perencanaan dan keuangan. 

c. Bidang Sumber Daya Air, membawahi: 
1. seksi perencanaan teknik sumber daya air; 
2. seksi pela.ksanaan pembangunan s:qmber daya air; 
3. seksi operasi dan pemeliharaan scunber daya air. 

d. Bidang Bina Marga, memba:wahi: 
l. seksi perencanaan teknik dan evaluasi; 
2. seksi pembangunan jalan dan jembatan; 

r· ,:,:.-.,,·( .,.1. •'J ); ;: j', _. .... _;.
7
;i ::• •.;.; 3. seksi proservasi jalan dan jembat.an . 

.... ' .. " ... _Ji;; 
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e. Bidang Cipta Karya, membawahi: 
1, seksi perencanaan teknik dan pengendalian; 
2. seksi pelak~anaan PLP dan air minum; 
3. seksi pelaksanaan penataan ban.gun.an gedung dan 

permukiman. 
f. Bidang Jasa Konstruksi, membawahi: 

1. seksi pengaturan dan pemberdayaan; 
2. seksi pengawasan. 

g. Bidang Penataan Ruang, membawahi: 
1. seksi pengaturan, pembinaan dan pelaksanaa n 

penataan ruang; 
2. seksi pengawasan dan pengendalian pemanfaatan 

ru.ang. 
h. Unit Pelaksana Teknis. 
i. Kelompok Jabatan Fungsional. 

(2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Perwnahan dan 
Kawasan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 
sebagairoana tercantum dalam Lampiran XIII Peraturan 
Bupati ini. 

Bagian Keempat betas 

Dinaa Keselultan 

Paaal58 

(1) Dinas Kesehatan merupakan unsur pelaksana Urusa.n 
Pemerintahan di bidang Kesehatan. 

(2) Dinas Kesehatan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada 
di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupa:ti melalui 
Sekretaris Daerah. 

Pasal59 

Dinas Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan Urusan 
Pemerintahan dan Tugas Pembantuan di bidang Kesehata.n. 

Pa88l60 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 59, Dinas Keseha~ mempunyai fungsi': 
a. perumusan kebijakan teknis di bidang kes~hatan; 
b. penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan pe1ayanan 

umum di bidang kesehatan; 
c. pelaksanaan dan pembinaa.n di bidang kesehatan; 
d. pengendalian, pembinaan dan pengawasan kegiatan teknis 

operasional dan penunjang di bidang kesehatan; 
e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Btipati sesuai tugas 

dan fungsinya. 

Pasal 61 

(1) Struktur Organisasi Dinas Kesehatan terdiri da:ri: 
a. Kepala Dinas; 
b. Sekretariat, membawahi: 

! .,, ... • .. ... ... • .. , , , 1. sub bagian umum dan kepegawaian; 
.. , .•. ,T.',''~': '·t:·,. ··:·. _:-_ 1.,.c., 2. sub bagian pcrencanaan dan keuangan . 

.. ~. - : . 
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c. Bidang ;l(esehatan Masyarakat, membawahi: 
1. seks1 kesehatan keluarga dan gizi· 
2. seks~ pro.mosi dan pemberdayaan

1

masyarakat; 
3. seks1 kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan 

ol$aga. 
d. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, 

membawahi: 
1. •seksi surveilans dan imunisasi; 
2. seksi pencegahan dan pengendalian penyakit 

menular; · 
3. seksi pencegahan dan pengendalian penyakit tidak 

menular dan kesehatan jiwa. 
e. Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan, 

membawahi:· 
1. seksi p'elayanan kesehatan; 
2. seksi kefarmasian, alkes dan PKRT; 
3. seksi sumber daya manusia kesehacan. 

f. Unit Pelaksana Teknis Dinas; 
g. Kelompok Jabatan Fungsiol).al. 

(2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kesehatah sebagaimana 
tercantum dalam lampiran XIV Peraturan Bupati ini. 

Bagian Kelima bela,s 

Dinaa Komunikaai. Iuformaai, Statistik dan Persandian 

Pasal62 

(1} Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian 
merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan di 
bidang Komunikasi, lnfonnasi, Statistik dan Persandian; 

(2) Dinas Komunikasi, lnformasi, Statistik dan Persandian 
dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah 
dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris 
Daerah. 

Paaa.163 

Dinas Komunikasi, lnformasi, Statistik dan Persandian 
mempunyai tugas melaksanakan Urusan Pemerintahan dan 
Tugas Pembantuan di bidang Komunikasi, Informasi, Statisti:k 
dan Persandian. 

Pasal 64 

Untuk melaksan.akart tugas seba~a dimaksud dalam 
Pasal 63, Dinas ,Komunik.asi, Informasi, Statistik dan 
Persandian mempunyai fungsi: 
a. perumusan kebijakan di bidang komunikasi, informasi, 

statistik dun persandian; 
b. pelaksanaan kebijakao di bidang komunikasi1 informasi, 

'statistik dan persandian; 
c. pelaksanaan .evaluasi dan pelaporan; 
d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang komunikasi, 

informasi, statistik dan persandian; . 
e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan olel~ Bupati sesuai 

tugas dan fungsinya. 
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Pua1c;e 

(1) SUs\lllail Organisasi Dinas Komunikasi Informasi, Statislik 
clan Persandian terdiri dari: 
a. Kepala Dinas; 
b. Sekrotariat, membawahi: 

1. subbagian umum dan kepegawaian; 
2. subbagian perencanaan clan keuangan. 

c. Bidang Komunikasi clan Infonnasi Publik. rnembawahi: 
1. seksi pengelolaan komuni.kasi publik; 
2. seksi pengeJolaan infonnasi publik; 
3. seksi hubungan media, teknologi informasi dan 

komunikasi. 
d. Bidang Penyelenggaraan E-Govcrnment, membawahi: 

1. seksi infrastruktur, keamanan informasi dan 
teknologi; 

2. seksi pengembangan apli.kasi; 
3. seksi tata kelola e-govemmt:nt. 

e. Bidang Statistik dan Persandian, membawahi: 
1. seksi statistik; 
2. seksi tata kelola dan pengamanan persandian. 

f. Unit Pelaksana Teknis Dinas; 
g. Kelompok Jabatan Fungsional. 

(2) Bagan Struktur Organisasi I>inas Komunikasi, lnfonnasi, 
Statistik dan Persandian sebagaimana tercantum dalam 
lampiran XV Peraturan Bupati ini. 

Bagian Keenam belaa 

Dlnaa Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Paaal 66 

(1) Dinas l(ependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan 
unsur pelaksana Urusan Pemerintahan di bidang 
Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil. 

(2) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dipimpin oleh 
Kepala Dinas yang berada di bawah dan. bertanggung 
jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. 

PasaJ.67 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil rnempunyai tugas 
melaksanakan Urusan Pe-rnerintahan dan Tugas Pembantuan 
di bidang Aclministrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil. 

Pual68 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dal.arn 
pasal 67, Din.as Kependudu.kan dan Pencatatan Sipil 
mempunyai fung:si: 
a. perumusan kebijakan tekttls di bidang adminis\rasi 

kependudukan dan pencatatan sipil; 
b. penyelenggaraai\ Urusan Pemerintahan dan 'pelayanan 

umum di bidang Rdministrasi kependudukan dan 
pencatatan sipil; 

c. pelaksanaan cian pembinaan di bidang ad.ministrasi 
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kependudukan dan pencatatan sipil; 
d. pengendalinn, pembinaan dan pengawasan kegiat'.m teknis 

operasional cian penunjang di bidang administrasi 
-kependudukan dan pencatatan sipil; 

e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai tugas 
dan fungsinya. 

Pasa169 

(1) Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan 
Sipil, terdiri dari: 

-···Jt 4_ 

a. Kepala Dinas; 
b. Sekretariat, membawahi: 

l. "8Ub bagian umum dan kepegawaian; 
2. sub bagian perencanaan dan keuangan, 

c. Bidang Fasilitasi Pendaftaran Penduduk, membawahi: 
1. seksi fasilitasi sarana dan prasarana pendaftaran 

penduduk; 
2. seksi bina aparatur pe-ndaftru-an penduduk. 

d. Bidang Fasilitasi Pencatatan Sipil, membaw.ahi: 
1. seksi fasilitasi sarana dan prasa:rana pencaULtan 

sipil; 
2, seksi bina aparatur pencatatan l')ipil. 

e. Bidang Pengelolaan Infonnasi Adroinistrasi 
Kependudukan.dan Pemanfaatan Data, membawahi: 
1. seksi pengelolaan dan penyajian data; 
2. seksi inovasi pelayanan, monitoring dan evaluasi. 

f. Unit Pelaksana Tekriis Dinas; 
g. Kelompok Jabatan Fungsional. 

(2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil sebagaimana tercantum dalam lampiran 
XVI Peraturan Bupati ini. 

Bagian Ketajuh belas 

Dinaa Pertania 11 

Pasal 70 

(1) Dinas Pcrtanian merupakan unsur pelaksana Urusan 
Pemerintahan di bidang Pertanian. 

(2) Dinas .Pertanian dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada 
di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati rnelalui 
Sekretaris Daetah. 

Pasal 71 

Dinas Pertanian mempw1yai tugas melaksanakan Urusan 
Pemerintahan dan Tuj;as Pembantuan di bidang Pertanian. 

Pasal72 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 71, Dinas Pertanian mempunyai fungsi: 
a. perumusan kebiJakan teknis di bidang pertanian; 
b. penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan pelayanan 

umum di bidang pertanian; 
c. pelaksanaan dan pembinaan di bidang pertanian; 
d. pengendalian dan pengawasan kegiatan teknis operasional 
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dan penunjang di bidang pertanian; 
e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai tugas 

dan fungsinya. 

Pasal 7-3 

{l) Strul<tur Organisasi Dinas Pertaruan, terdiri dari: 
b. Kepala Dinas; 
c. Sekretariat, membawahi: 

1. sub bagian wnum dan kepegawaian; 
2. sub bagian perencanaan dan keuangan. 

d. Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian, membawahi: 
1. seksi lahan dan irigasi; 
2. seksi pupuk, pestisida, alat dan mesin; 
3 . seksi pembiayaan dan investasi. 

e. Bidang Tan~ Pangan dan Hortikultura, membawahi: 
l. seksi produksi; 
2. seksi perbenihan dan perlindungan; 
3. seksi'pengolahan dan pemasaran. 

f. Bidang Pertemakan dan Kesehatan Hewan, membawahi: 
1. seksi perbibitan dan produksi; 
2. seksi kesehatan hewan; 
3 . seksi kesehatan masyarakat vctcriner, pengolahan 

dan pemasaran. 
g. Bidang Perkebunan, tnembawahi: 

l.seksi prodiuksi; 
2.seksi perbenihan dan perlindungan; 
3.seksi pengolahan dan pemasatan. 

h. Bidang Penyuluhan, membawahi: 
1. seksi kelembagaan; 
2.seksi ketenagaan; 
3.seksi metode dan infonnasi. 

i. Unit Pelaksana Tcknis Dinas; 
j . Kelompok Jabatan Fungsional. 

(2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pertanian sebagaimana 
tercantum dala:m lampiran XVII Peraturan Bupati ini. 

Bagian Kedelapan belas 

Pasal 74 

(1) Dinas Perikanan merupakan unsur pelaksana Urusan 
Pemerintahan di bidang Kelautan dan Perikanan. 

(2) Dinas Perikanan dipimpin oleh Kepala Dinas yang bei;ada 
di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati mdalui 
Sekretaris Daerah. · 

Pasal 75 

Dinas Perikanan mempunyai tugas melaksana:kan Urusan 
Pemerintahan daff Tugas .Pembantuan di bidang Kelautai.1 dan 
Perikanan . 
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PaaaJ.'16 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana d.imaksud dalam 
Pasal 75, Dinas Perikanan mempunyai fungsi: 
a. perumusan kebijakan teknis di bidang perikanan; 
b. penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan pelayanan 

\l.IIlum di bidang perikanan; 
c. pelaksanaan dan pembinaan di bidang perilaman; 
d. pengendalian, pembinaan dan pengawasan ,kegiatan teknis 

operasiona,1 dan penunjang di bidang perikanan; 
e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan ~upati sesuai: tugas 

dan fungsinya. 

Paaal77 

(l) Struktur Orgariisasi Dinas Peri~an. ter.diri dari: 
a. Kepala Dinas; 
b . Sekretariat, membawahi: 

1. sub bagian umum dan kepegawaian; 
2, sub bagian perencanaa:n dan keuangan. 

c. Bidang Perµberdayaan Nelayan dan Pembudidaya, 
membawahi: 
1. seksi pendidikan, _pelatihan dan pendampingan 

usaha perikanan; 
2. seksi kemitraan, akses iptek dan informas.i; 
3. ~eksi pembinaan kelembagaan masyara.kat 

perikanan. 
d. ~idang Pe~iQ.an Usaha, Investasi c4ti1 Pengelolai:µ1 •rp1 

rnembawahi: 
l. seksi perizinan usaha perikanan; 
2. seksi pengembangan usaha perikanan; 
3 . seksi pengelolaan TPI. 

e. Bidang Pengelolaan Pembudidayaan ll<an, membawahi: 
l. seksi kawasan dan data; 
2. seksi lingkungan hidup, pakan dan obat ikan; 
3. seksi perbenihan dan pembesaran/produksi. 

f. Unit Pelaksana Teknis Dinas; 
g. Kelompok Jabatan Fungsional . 

(2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Perikanan sebagaimana 
teFCantum dalam Lampiran XVIII Peraturan Bupati ini. 

Bagian. Keaembilao belas 

• Dioas Pemberdayaan Masyara:kat clan Desa 

Paaal 78 

(1) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan 
unsur pelaksana Urusan Pemerintahan di bidang 
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. 

(2) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dipimpin oleh 
Kepala Dinas ,Yang berkedudu~ di bawah dan 
bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris 
Daerah. 
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Paaal 79 

Dinas Pemberdayaan Masyarakat clan Desa mempunyai tugas 
membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan dan 
Tugas Pembantuan cli bidang Pemberdayaan Masyarakat dan 
Desa. 

Pasalso 
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 79, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 
menyelenggarakan :fungsi: 
a. perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan 

masyarakat dan desa; 
b. pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdaya£tn 

masyarakat dan desa; 
c. pelaksanaan evaluasi dan pe1aporan cli bidang 

pemberdayaan masya.rakat dan desa; 
d. pelaksanaan administrasi clinlils di bidang pemberdayaan 

masyarakat dan desa; 
e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai 

tugas clan fungsinya; 

Pnal81 

(1) Susunan organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan 
Desa, terdiri dari: 
a. Kepala Dinas; 
b. Sekretariat, membawahi; 

1. sub bagian umutn clan kepegawaian; 
2. sub bagian perencanaan clan keuangarn. 

c. Bidang Bina Pemerintahan Desa/Kelurahan, 
membawahi: 
1. seksi administrasi pengelolaan keuangan dan a-set 

desa/ kelurahan; 
2. seksi pengembangan kapasita:s aparatur, 

kelembagaan dan kerjasama desa/kelurahan. 
(i. Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat 

Desa, membawahi: 
l. seksi fasilitasi pembangunan desa; 
2,, seksi pemberdayaan dan kemasyarakatan desa. 

e. Bidang Fasilitasi Pembangunan Kawasan, membawahi: 
l. seksj pembangunan kawasan perdesaan; 
2. seksi pembangunan daerap. tertinggal clan daerah 

tertentu.-
f. Unit Pelaksana Teknis; 
g. Kelompok Jabatan Fungsional. 

(2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan 
Masyarakat dan Desa sebagaimana ter,cantum dalam 
Lampiran XIX Peraturan B~pati ini. 
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Bagian Kcidfl'a pulv.h 

Dinas Perpustakaa11. 

Pasal82 

(l) Dinas Perpustakaan merupakan unsur pelaksana Urusan 
Pemerintahan di bidang Perpustakaan dan biclang 
Kearsipan. 

(2) Dinas Perpustakaan dan Kerasipan dipimpin oleh kepala 
dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung 
jawab kepada Bupati melalui Sekret:aris Daerah. 

Pasa183 

Dinas Perpusta:kaan mempunyai tugas membantu Bupati 
melaksanakan Urusan Pemerintahan dan Togas Pembant'Uan 
di bidang Perpustakaan dan Bidang Kearsipan. 

Pasal 84 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 83, Dinas Perpustakaan mempu:nyai fungsi: 
a. perumusan kebijakan di bidang perpustakaan clan 

kearsipan; 
b. pelaksanaan kebijakan di bidang perpustakaan dan 

kerasipan; 
c. pelaksanaan evaluasi dan pela,poran di bidang 

perpustakaan dan kearsipan; 
d. pelaksanaan aclministrasi dinas di bidang perpustakaan 

dan kearsipan; 
e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati terkait 

dengan tugas dan fungsinya. 

Pasa185 

(1) Struktur Organisasi Dinas Perpustakaan, terdiri dari: 
a. Kepala Dinas; 
b. Sekretariat, membawabi: 

1. sub bagian umum clan kepegawaian; 
2. sub bagian perencanaan dan keuangan; 

c. Bidang Pengolahan, Layanan, Pelestarian Bahan 
Perpustakaan dan Kearsipan, membawahi: 
l. seksi pengembangan koleksi clan pengolahan bahan 

perpustakaan; 
2. seksi layanan, otomasi dan kerjasama perpustakaan 

clan pelestarian bahan perpustakaan; 
3. seksi kearsipan. 

d. Bidang Pengembangan Perpustakaaan . dan 
Pembudayaan Kegemaran Membaca, membawah1: 
1. seksi pembinaan dan pengembangan perpustakaan; 
2. seksi pembinaan dan pengembangan tenaga 

perpustakaan; 
3. seksi pengembangan pembudayaan: kegemaran 

membaca. 
e. Unit Pelaksana Teknis Dinas; 
f. Kelompok Jabatan Fungsional. 

••·•* • ·• ·• ·• .... ••o •••••·n•••·n .. t-H 
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(2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Perpustakaan 
sebagaimana tercantum dalam lampiran XX Peraturan 
Bupati ini. 

Bagian Kedua puluh aatu 

Dmas Ketahauan Paugan 

Paaal86 

(1) Dinas Ketahanan Pangan i:nerupakan unsur p'elaksa na 
Urusan Pemerintahan di bidang Pangan. 

(2) Dinas Ketahanan Pangan dipimpin oleh Kepala Dinas yang 
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati 
melalui Sekretaris Daerah. 

Paaal87 

Dinas Ketahanan. Pangan. mempunyai tugas melaksanakan 
Urusan Pemerintahan dan Tugas Pembantuan di bidang 
Pangan. 

Paaal88 

Untuk melaksanak.an tugas sebagaimana dimaks1;1d dalam 
Pasal 87, Dinas Ketahanan Pangan mempunyai fungsi: 
a. perumusan kebijakan teknis di bidang pangan; 
b. penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan pelayanan 

umum di bidang pangan; 
c. pel.aksanaan dali pt;mbinaan di bidang pangan; 
d. pengendalian, pembinaan dan pengawasan kegiatan teknis 

operasional dan penunjang di bidang pangan; 
e. pelak.sanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesua.i tugas 

dan fungsinya. 

Pua189 

(1) Struktur Organisasl Dinas Ketahanan Pangan, ter"diri dari: 
b. Kepala Dinas; 
c. Sekretariat, membawahi: 

1. sub bagian umum dan kepegawaian; 
2. sub bagian perencanaan dan keuangan. 

d. Bidang Ketersedian clan Kerawanan Pangan, 
membawahi: 
1. seksi ketersediaan dan sumber daya pangan; 
2. seksi kerawanan pangan. 

e. Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan, membawahi: 
1. seksi distribusi dan harga pangan; 
2. seksi cadangan pangan. 

f. Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan, membawahi: 
1. seksi konsumsi dan penganekarag/ilIIlan pangan; 
2. seksi keamanan pangan 

g. UnJt Pelaksana Teknis Dinas; 
h. Kelompok Jabatan PungSional. 

(2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan 
sebagai.mana tercantum dalaro lampiran XXl Peraturan 
Bupatiini. 
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Bagian Kedua puluh dua 

DiDaa Koperaai, UKM, Perindustrian clan Perdagi1ngan 

Pasa.190 

( l) Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan 
merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan di 
b~dang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, bidang 
Perindustrian dan bidang Perdagangan; 

(2) Dinas Koperas.i, UKM, Perindustrian dan Perdagangan 
dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah clan 
bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris 
Daerah. 

Paaal 91 

Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan 
mempunyai tugas melaksanaican Urusan Pemerintahan daerah 
berdasarkan asas otonomi dan Tugas Pembantuan di bidang 
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, bidang Perindustrian, 
dan Perdagangan. 

Paaal92 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana ditnaksud da]am 
Pasal 91, Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan 
metnpunyai fungsi: 
a. perumusan kebijakan teknis di bidang koperasi, usaha 

kecil dan menengah, bidang perindustri,an dan bidang 
~agangan; 

b. penyelenggaraan urusan pemeriiltahan dan pelayanan 
Uinum di bidang koperasi, UKM, bidang perindustrian dan 
bidang perdagangan; 

c. pelaksanaan dan pembinaan di bidang koperasi, UKM 
perindustrian clan perdagangan; 

d. pengendalian, pembinaan dan pengawasan sebagian 
kegiatan teknis operasional dan penunje,ng di bidang 
koperasi, UKM, perindustrian dan perdagangan; 

e. pelaksanaan tugas lain yang diberi.kan Bupati sesuai tugas 
dan fungsinya. 

Pasa193 

(1) Strukur Organisasi Dinas Koperasi, UICM, Perindustrian, 
dan Perdagangan Kabupaten Kaur, terdiri dari: 
a. Kepala Dinas; 
b. Sekretariat, membawahi: 

1. sub bagian umum dan kepegawaian; 
2. sub bagian perencanaan dan keuangan. 

c. Bidang Koperasi dan UKM, membawahi: 
1. seksi penibinaan kelembagaan; 
2. seksi pemberdayaan usaha. mikro; 
3. seksi pcmberdayaan koperasi. 

d . Bidang Pe:rindustrian, membawahi: 
1. seksi pengembangan industri; 
2. seksi pembinaan industri kecil dan menengah; 

·· ·~,i:;,,)':~-t\:>t/. i: :·:;·" -" 
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3. seksi pengembangan sarana prasarana industri. 

e. Bidang Perdaga.ngan, membawahi: 
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e. Bidang Perdagangan, membawahi: 
1. sek:si pengadaan dan penyaluran; 
2. seksi standarisasi dan perlindungan konsum ... ,,, 
3. seksi pengembangan sarana prasarana perdagangan. 

f. Unit Pelaksana Teknis Dinas; 
g, Kelompok Jabatan Fungsional. 

(2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Koperasi, UKM, 
Perindutrian dan Perdagangan sebagaimana tercantum 
dalam Lampiran XXII Peratu.ran Bupati ini. 

Jlagian tcedua paluh tiga 

Dinaa Perhu'bungan 

Paaa194 

(1) Dinas Perhubungan merupakan w1sw· pelaksana Urusa.n 
Pemerintahan di bidang Perhubungan. 

(2) Dinas Perhubungan dipimpin oleh Kepala Dinas yang 
berada di bawah dart bertanggung jawab kepada: Bupati 
melalui Sekretaris Daerah. 

Paaal95 

Dinas Perhubungan n1empunyai-tugas melaksanakan Urusan 
Pemerintahan dan Tugas Pembantuan di bidang Perhubunga.n. 

PaaaJ.96 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 95, Dinas Perhubungan mempu:nyai fungsi: 
a. perumusan kebijakan teknis di bidang perhubungan; 
b. penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan pclayanan 

umum di bidang perhubungan; 
c. pelaksanµn dan pembinaan di bidang perhubungan; 
d. pengendaliah dan pengawasan kegiatan teknis operasional 

dan penunjang di biclang perhubungan; 
e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai tugas 

dan fungsinya. 

Pua197 

(1) Struktur Organisasi Dinas Perhubungan, terdiri dari: 
a. Kepala Dinas; 
b. Sekretariat, membawahi: 

1. sub bagian umum dan kepegawaian; 
2. sub bagian perencanaan dan keuangan. 

c. Bidang Angkutan, membawahi: 
1. seksi angkutan darat dan Jaut; 
2. s.eksi parkir dan termina.l. 

d. Bidang Lalu Lint.as, mebawahi; 
l. seksi manajemen rekayasa lalu lint.as; 
2. seksi keselamatan dan pengendalian operasi. 

e. Unit Pelaksana Teknis Dinas; 
f. Kelompok Jabatan Fungsional, 

(2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan 
sebagaimana. tercantum dalam lampiran XXlll Peral'uran 
Bupati ini . 
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Ba&i,an Kedua puluh empat 

Dinaa Peuanaman Modal dan Perizinan 
Terpad.u. Satu PiDtu 

PbaJ.98 

(1) Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Saru 
Pintu merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan 
di bidang Penanaman Modal dan Unit Pelayanan Perizinan 
Terpadu Satu Pintu; 

(2) Dinas Penanaman Modal dan Peri.zinan Terpadu Satu 
Pin.tu dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di 
bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui 
Sekre.taris Daetah. 

Pasal99 

Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu 
mempunyai tugas mel~sanakan uruan pemerintahan da.n 
pelak:sanaan kebijakan daerah di bidang Penanaman Modal 
dan Unit Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pi'ntu. 

Paaal 100 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana cl.imaksud dalam 
Pasal 99, Dinas Penanaman Modal dan P~rizinan Tcrpadu 
Satu Pintu menyelenggarakan fungsi: 
a. perumusan kebljakan teknis di bidang ·penanaroan modal 

dan unit pelayanan perizinan terpadu satu pintu; 
b. pelaksanaan kcbijakan di bidang penanaman modal dan 

unit pelayanan perizinan terpadu satu pintu; 
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penanaman 

modal dan unit pclayanan perizinan teFpadu satu pintu; 
d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang penanaman 

modal dan unit pclayanan perizinan terpadu satu pintu; 
e. pelaksanaan tugas Iain yang diberikan oleh Bupati terkait 

dengan tugas clan fungsinya. 

Pba1101 

(1) Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal dai1 
Perizinan Terpadu Satu Pintu, terdiri dari: 
a. Kepa!a Dinas; 
b. Sekretaris, membawahi: 

1. sub bagian umum dan kepegawaia.o,; 
2. sub bagian perencanaan dart keuangan. 

c. Bidang Penanaman Modal, membawahi: 
1. seksi perencanaan, promosi dan pengembangan 

iklim· penanaman modal; 
2. seksi pengendalian pelaksanaan pel'lanaman modal. 

d. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non 
Perizinan, membawahi: 
1. seksi pelayanan perizinan clan non perizinan l; 
2. seksi pelayanan perizinan dan non perizinan ll. 

e. Bidang Pengendalian Kebijakan dan Pelaporan 
Pelayanan, membawahi: 
1. seksi pengaduan, informasi layanan, kebi:jakan clan 

advokasi; 
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2. seksi pelaporan dan inovasi layanan, 
f. Unit Pelaksana Teknis; 
g. Kelompok Jabatan Fungsional. 

(2) Bagan Struktur Organisasi Din.as Penanaman Modal dan 
Perizinan Terpadu Satu Pintu sebagaimana tercantum 
dalaro Lampiran XXIV Peraturan Bupati ini. 

Bagian Kedaa puluh lima 

Dinu Perumahan daJl Kawaaan. PermuJdman 

Paaa1102 

(1) Dinas Pcrumahan dan Kawasan Perinultjman mer upak.an 
unsur pelaksana Urusan Pemerintahan di bidang 
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan bidang 
Pertanahan. 

(2) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dipjmpin 
oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung 
jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah . 

Paaal 103 
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman mempunyai 
tugas melaksanakan Urusan Pemerintahan dan Tuga:s 
Pembantuan di bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan 
Permukiman dan bidang Pertanahan. 

Paaal 104 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana di.maksud dalam 
Pasal 103, Dina.5 Perumahan dan Kawai;;@ Permukiman 
mempunyai fungsi: 
a. perumusan kebijakan teknis di bidang perumaban, 

kawasan pennukiman dan pertanahan; 
b. penyelenggaraan Urusan Pemerintahan. dan pe\ayanan 

umum di bidang perumahan, kawasan permukiman dan 
pertanahan; 

c. pelaksanaan dan pembinaan di bidang perumaha n, 
kawasan permukiman dan pertanahan; 

d. pengendalian, pembinaan dan pengawasan kegia.tan tekn.is 
operasional dan penunjang di bidang perumahan, kawasa.n 
permukirnan dan pertanaban; 

f. pelaksanaan tugas la.in yang dlberikan Bupati sesuai tugas 
dan fungsinya. 

Paaal 105 

1) Struktu.r Organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan 
Permukiman terdiri dari: 
a. Kepala Dinas; 
b. Sekretariat, membawah.i: 

1. sub bagian umum dan kepegawa.ian; 
2. sub bagian perencanaan dan keuangan .. 

c. Bidang Perumaha.n, membawah.i: 
1. seksi perencanaan, monitoring dan evaluasi; 
2. seksi penyediaan d.an pembiayaan. 

d. Bidang Kawasan Permukiman dan Pertanahan,, 
mebawahi: 
1. seksi !kawasan perrnu}cirnan; 
2. seksi pertanaban. 
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e. Unit Pelaksana Teknis Dinas; 
f . Kelompok Jabatan Fungsional. 

(2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Perumahan dan 
Kawasan Pennukiman sebagaimana tercantum dalam 
lampiran XXV Peraturan Bupati ini. 

BAjpAD Kedua pulal!. enam 
DiDu Tenaga Kerja dan Tran.amigraai 

Pual 106 

(1) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 1neru:pakan unsur 
pelaksana Urusan Pemerintahan di bidang Tenaga Kerja 
dan Transmigrasi. 

(2) Dinas Tenag,;i. Kerja dan Transmigrasi dipimpin oleh 
Kepala Dinas yang berkedudtikan di bawah dan 
bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sek.retaris 
Daerah. 

~aall07 
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas 
membantu Bupati melaksanakan Urusan P~erintahan dan 
Tu.gas Pembantuan di bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi. 

Pa88.l 108 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 107, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai 
fungsi: ' 
a. pertiniusart keb'uakM di bidang tenaga k.erja dan 

transmigrasi; 
b. pelaksanaan kebijakan di bidang tenaga kerja dan 

transmigrasi; 
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang tenaga kerja 

dan transmigrasi; 
d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang tenaga kerja dan 

transmigrasi; 
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait 

dengan tugas dan fungsinya. 

Pua! 109 

(1) Struktur Orga.nisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, 
terdiri dari: 

... Jt I 

a. Kepala Din.as; 
b. Sekretariat, membawahi: 

1. sub bagian umum dan kepegawaian; 
2. sub bagian perencanaart dan keuangan. 

c. Bidang Tenaga Kerja, membawahi: 
1. seks! penempatan perluasan kerja; 
2. seksi hubungan industrial d&n penyelesaian 

perselisihan; 
3. seksi kesejahteraan pekerja dan jamsostek. 

d . Bidang Transmigrasi, membawahi: 
1. seksi pembinaan penyiapam pemukiman 

transmigrasi; 
2. seksi penempatan transmigrasi; 
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3. seksi pembinaan pengembangan masyarakat 
kawasan transmigrasi (P2MKT). 

e. Unit Pelaksana Teknis Dinas; 
f. Kelompok Ja:batan Fungsional. 

(2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan 
Transmigrasi sebagaimana tercantum dalam lampiran XXVI 
Peratµran Bupati ini. 

Bapn Kedua puluh t1tjuh 

Kecarnatan 

Paaal 110 

(1) Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan 
koordinasi penyelenggaraart pemerintahan, pelayanan 
publik, dan pemberdayaan masyarakat desa ata:u sebutan 
lain clan kelurahan. 

(2) Kecamatan dipimpin oleh Camat atau sebutan lain yang 
berkedudukan di bawah clan bertanggung jawab kepada 
Bupati melalui Sekretaris Daerah. 

Pasal 111 

Kecamat.an mempunyai tugas: 
a. menyelenggarakan Urusan Pemerintahan umum; 
b. mengoordinasikan kegiat.an pemberdayaan ma~arakat; 
c. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman 

dan ketertiban umum; 
d. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan 

peraturan Bupati; 
e. mengoordinasikan pemelih:araan pras,rrana dan sarana 

pelayanan umum; 
r. mengoordinasikan penye\enggaraan kegiatan pemerintahan 

yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat 
kecamatan; 

g, membina dan· mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa 
atau sebutan lain dan/ atau kelurahan; 

h. melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi 
kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit 
kerja pemerintahan daetah kabupaten yang ada di 
kecamatan; 

i. melaksana.kan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan 
perundang-undangan; 

j. melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk 
melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi 
kewenangan Daerah. 

Pasal 112 

(ll Struktur Organisasi Kecamatan, terdiri dari: 
a. Camat; 
b. Sekretariat, membawahi: 

1. sub bagian umum dan kepegawaian; 
2. sub bagian keuangan. 

c. Seksi Pemerintahan; 
d. Seksi Perencanaan dan Pembangunan; 
e. Seksi Pelayanan Umum dan Ketertiban Umum; 
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f. Kelompok Jabatan Fungsioflal. 

(2) Bagan Struktur Organisasi Kecam_atan sebagaimana 
tercantum dalam lampiran XXVII Peraturan Bupa ti ini. 

Bapu1 Kedua puluh delapan 

Keluralum 

Pa&ld113 

(1) Kelurahan dibentuk dalam rangka meningkatkan 
koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan 
publik dan pemberdayaan masyarakat k elurahan. 

(2) Kelurahan dipimpin oleh Lurah yang berkedu dukan di 
bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. 

Pasalll4 

Kelurahan mempunyai tugas: 
a. menyelenggar,,.kan Urusan Pemerinta.ban umum; 
b. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan m asyarakat; 
c . mengoordinasi.kan upaya penyelenggara.an ketent.era:man 

dan ketertiban umum; 
d. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan 

peraturan Bupati; 
e. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana 

pelayanan umum; 
f. mengoordinasi.kan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan 

yang dila.kukan oleh perangkat daerah di tingkat kelurahan; 
g. membina dan mengawasi penyelenggaraart kegiatan 

kelurahan; 
h. melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi 

kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit 
kerja pemerinta.ban daerah kabupaten yang ada: di 
kelurahan; 

1. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan 
perundang-undangan . 

Pasa1115 

(1) S~tur Organisasi Kelw:ahan, terdiri dari: 
c. Lurah; . 
d. Sekretariat; 
e. Seksi Pemerintahan; 
f. Seksi Pcrencanaan dan Pembangunan; 
g. Seksi Pelayanan Umum dan Ketertiban Umum. 

(2) Bagan struktur organisasi Kelurahan sebagaiinana 
tercantum dalamlampiran XXVIII Peraturan Bupati ini. 

BAB DI 
UNIT PELAKSANA TEKBIS 

Pual 116 

(1) Pad.a Dinas/Badan Daerah dapat di bentuk satu atau lebih 
Unit Pelaksana Teknis sesuai kebu~ yang ditetapkan 
dengan Peraturan Bupati. 

(2) UPI' Dinas/Badan mempunyai tugas melaksanakan 
sebagian kegiatan Teknis Operasional dan/ atau kegi.atan 
penunjang tugas pokok Dinas/Badan . 
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Pengaturan mengenai 
dimaksud dalam Pasal 
Peraturan Bupati. 

Pual 117 

UPT Dibas/Bada.1j sebagaimana 
116 diatur dan ditetapkan dengan 

BAB IV 
KEPEGAWAIAN DAN ESELON 

Pua1 118 
Pejaba.t Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah diangkat 
dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan. 

Paaal 119 
(1) Sekretaris Daerah Kabupaten merupakan jabatan eselon Ila 

atau jabatan pimpinan tinggi pratatna. 
(2) Sekretaris DPRD Kabupaten, Inspektur Daerah, Asisten 

Sekretaris Daerah, Sta! Ahli Bt1pati, Kepala, Badan dan 
Kepala Dinas merupakan Jabatan eselon Ilb a tau jabatan 
pimpinan tinggi pratama. 

($) Sekretaris lns_pekLorat D-aerah, lnspektur f>e1nbantu, 
Sekretaris Bad.an, Sekretaris Dinas, Kepala Bagian, serta 
Camat merupa.kan J~batan eselon Ula atau jabatan 
administrator. 

(4) Kepala Bidang pada Badan dan Dinas serta Sekretaris 
Kecamatan merupakan Jabatan eselon IIlb a tau jabatan 

administrator. 
(5) Lurah, Kepala Subbagian pada Sekretarlat Daerah, 

Sekretariat DPRD, lnspektorat, Badan dan Dinas Daerah, 
Kepala Seksi pada Dinas dan Kepala Subbidang pada 
Badan, serta Kepala Seksi pada Kecamatan merupakan 
jabatan eselon IVa atau jabatan pengawas . 

(6) Kepala Subbagian pada Kecamatan, Sekretaris Kelurahan 
dan Kepala Seksi pada Kel.urahan merupakan jabatan 
eseion IVb atau jabatan pengawas. 

BAB V 

JABATAN PUKGSIONAL 

Pual 120 

(1). Kelompok Jabatan Fungsjonal mempunyai tugas 
melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai 
dengan keahlian dan kebutuh~ 

(2). Kclompok Ja\;>atan Fungsional 1.erdiri dari, saj_umlah tenaga 
fungsional yang diatur dan ditetapkan b~rdasarkan 
peraturan perundang-undangan. 

(3). Kelompok Jabatan FungsiO.nal dipimpin oleh seorang 
tenaga fungsional senior yang ditunjuk. 

r, ::·.=-.~.,.,,.;,,. .,. :.:,;• .. L .. :.:.::. ·.,: (4). Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan 
•• , , :'. 1 : : : • ~.:: ; ~:~_,; : , kebutuhan dan be ban kerja. 
: ...... -4 .. ! .. ', ;~-, l .~:~~/ !. . 

u , :· ---- -· ·--·;tt> \ I 
.,... .. - - ··· 



• 

• 

• 

• 

-36-

(5). Jenis clan jenjang jabatan fungsional dia'tur berdasarkan 
peraturan perundang-undangan. 

(6). Kelompok Jabat.an Fungsional ll;lempunyai tugas sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan. 

BAB VI 

KETENTUAN PEHU'I'UP 

Pual 121 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pa.da tanggal diundangkan. 

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, 
memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan 
penempa~ya dalam Berita Daeral) Kabupaten Kaur. 

r • , , ' 
! ' • ~ft\ .... , 

Ditetapkan ell Bintuhan 
pada tanggal 2~ \X/$~!'ti,e-r 

{'BUPATI KAUR,r 

... ' ' ' .... 
+ ••• ' 

.): , ":.,!:. 

Dbu:rdengkan di Bintuhan 
pa:da tanggal; i<:r ~li(>f' 

SEKRETARIS DAERAB 
KABUPA'l'EN KAUR, 

.. , 

r•,:_JJ, --· ·>, ·1 . 

2016 

NANDAR IIIIUN I, S.801., M.Si. 
Pembina Vtama Muda 
NIP. 19690127 199003 1 004 

PAVSI 

BERlTA DAERAH KABUPATEN KAUR TAHVB 201~ NOMOR "'1_(;{;. 

2016 
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